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Dana Desa di Desa Kalempang. Media sosial, yang semakin berkembang,
memiliki potensi besar dalam meningkatkan transparansi dan partisipasi aktif
masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemanfaatan media
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sosial dalam memperkuat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Dana Desa
di Desa Kalempang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif
dengan pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan
dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun media sosial
belum digunakan secara maksimal di Desa Kalempang, potensi penggunaan
media sosial untuk memperkuat interaktivitas, transparansi, dan kolaborasi
sangat besar. Masyarakat dapat lebih aktif memberikan masukan, mengawasi
penggunaan Dana Desa, serta berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang
terkait dengan pembangunan Desa. Implikasi dari penelitian ini menunjukkan
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bahwa peningkatan pemanfaatan media sosial oleh pemerintah desa dapat
meningkatkan partisipasi masyarakat secara signifikan, yang pada gilirannya
dapat memperkuat pengelolaan Dana Desa yang lebih akuntabel dan transparan.

Keywords: Media Sosial, Partisipasi Masyarakat, Pengelolaan Dana Desa,
Transparansi, Interaktivitas

Abstract: The importance of increasing community participation in the management of Village Funds in Kalempang Village. Social
media, which is growing, has great potential in increasing transparency and active participation of the public. This study aims to
analyze the use of social media in strengthening community participation in the management of Village Funds in Kalempang Village.
This study uses a descriptive qualitative approach by collecting data through in-depth interviews, observations, and documentation.
The results of the study show that although social media has not been used optimally in Kalempang Village, the potential for using
social media to strengthen interactivity, transparency, and collaboration is very large. The community can be more active in providing
input, supervising the use of Village Funds, and participating in decision-making related to village development. The implications of
this study show that increasing the use of social media by village governments can significantly increase community participation,
which in turn can strengthen more accountable and transparent management of Village Funds.

Keywords: Social Media, Community Participation, Village Fund Management, Transparency, Interactivity

Pendahuluan

Dalam beberapa tahun terakhir, Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi
memengaruhi berbagai bidang kehidupan, termasuk dalam cara mengelola Dana Desa.
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Media sosial, yang semakin berkembang, telah menjadi alat yang penting untuk
memberdayakan masyarakat. Di era digital saat ini, masyarakat semakin mudah mengakses
informasi dan berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan
pengelolaan sumber daya Desa, salah satunya adalah Dana Desa.

Dana Desa merupakan dana yang dialokasikan oleh pemerintah pusat untuk
meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Desa. Pengelolaan Dana Desa
yang transparan dan partisipatif merupakan hal yang sangat penting agar masyarakat
dapat merasakan manfaatnya secara langsung. Namun, kurangnya transparansi dan
partisipasi masyarakat dalam proses Pengelolaan seringkali menjadi tantangan.(Nurfitri &
Ratnawati, 2023)

Pengelolaan Dana Desa merupakan kebijakan strategis yang bertujuan untuk
mempercepat pembangunan di tingkat Desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat
Desa. Sejak diberlakukannya Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa, yang
mengatur tentang pengelolaan Dana Desa, pemerintah pusat memberikan alokasi anggaran
yang signifikan untuk pembangunan Desa. Meskipun Dana Desa memberikan peluang
besar untuk meningkatkan infrastruktur dan kualitas hidup, pengelolaannya sering kali
menghadapi berbagai tantangan. Salah satu masalah utama yang dihadapi adalah
rendahnya partisipasi masyarakat dalam setiap tahap pengelolaan Dana Desa, mulai dari
perencanaan hingga pelaksanaan program-program pembangunan yang dibiayai oleh
Dana Desa.

Dalam teori partisipasi masyarakat yang dikemukakan oleh Cohen,]. and Uphoff
(1980), didefinisikan sebagai suatu proses di mana masyarakat secara aktif terlibat dalam
pengambilan keputusan, implementasi, dan evaluasi pembangunan yang dilakukan di
Desa mereka. Jim and Uphoff membedakan antara dua jenis partisipasi, yaitu partisipasi
instrumen dan partisipasi tujuan. Partisipasi instrumen berkaitan dengan keterlibatan
masyarakat dalam proses-proses yang lebih teknis, seperti Pengelolaan Dana Desa,
sementara partisipasi tujuan mencakup keterlibatan masyarakat dalam perencanaan,
pengambilan keputusan, dan kontrol terhadap hasil-hasil pembangunan. Dalam hal ini,
media sosial dapat memainkan peran penting dalam memperkuat kedua jenis partisipasi
tersebut, baik melalui penyebaran informasi yang transparan maupun melalui interaksi
langsung antara Pemerintah Desa dan masyarakat.

Melalui informasi yang diperoleh dari media sosial mengenai Dana Desa, dapat
meningkatkan partisipasi aktif warga dalam mengawasi penggunaan Dana Desa agar tetap
sesuai dengan tujuan. Media sosial bisa menjadi alat untuk memberikan pengawasan
terhadap pengelolaan Dana Desa. Hal ini bisa memberikan dampak nyata dalam
meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Dana Desa. Oleh karena itu,
aparatur pemerintahan desa perlu memanfaatkan media sosial untuk memberikan
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informasi kepada masyarakat mengenai sejauh mana Dana Desa telah diserap. Meskipun
demikian, diperlukan peningkatan kemampuan aparatur pemerintahan desa dalam
mengelola media sosial. Konsep tata kelola media sosial (Social Media Governance) bertujuan
mempercepat pembentukan praktik komunikasi partisipatoris berbasis
kewargaan(Arianto, 2023a).

Media Sosial merupakan kelompok aplikasi berbasis internet yang didasarkan pada
ideologi web 2.0 dan memungkinkan pengguna membuat dan berbagi konten buatan
mereka. Saat ini banyak komunitas sosial yang menggunakan sosial media sebagai ujung
tombak dalam menyebarkan informasi. Peran media sosial saat ini sangat diperlukan,
transformasi media sosial membuka peluang persebaran informasi yang cepat. Apalagi
sikap masyarakat yang cenderung terikat pada media sosial. Hal tersebut menjadi alasan
mengapa media sosial memiliki pengaruh besar terhadap kelancaran jalannya aksi
komunitas sosial(Kurnia Andhani et al.,, 2023). Namun kendala dalam merealisasikan
program Dana Desa tidak hanya berasal dari Pemerintah dan Masyarakat Desa sendiri,
tetapi juga dapat datang dari pihak luar dan kondisi sosial masyarakat. Untuk mengatasi
hambatan- hambatan tersebut, diperlukan solusi yang tepat agar Pengelolaan Dana Desa
dapat dimaksimalkan(Citra Permatasari, 2022).

Berdasarkan hasil observasi peneliti bahwa pemanfaatan media sosial dalam
Pengelolaan Dana Desa masih menghadapi berbagai tantangan. Dan ini memicu berbagai
masalah, salah satunya adalah belum aktifnya website Desa Kalempang. Seperti yang
diungkapkan oleh salah satu perangkat Desa Kalempang “mengapa website Desa tidak
digunakan dikarenakan tidak di anggarkan di pembaharuan tiap tahun.”

Media sosial, menurut (Suratnoaji & Yuli, 2019), Pada dasarnya media sosial adalah
sejumlah alat online yang mendukung interaksi sosial antar pengguna. Istilah ini sedikit
berbeda dengan media tradisional seperti televisi dan buku yang menyampaikan pesan
kepada banyak orang namun tidak memungkinkan terjadinya interaksi dua arah antara
pengguna. Media sosial mengubah komunikasi yang satu arah menjadi komunikasi yang
saling berinteraksi. Hal ini menunjukkan perkembangan teknologi media sosial yang terus
memperhatikan kondisi sosial pengguna. Contoh media sosial yang berkembang saat ini
adalah email, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, WhatsApp, dan lain sebagainya.

Kaplan & Haenlein (2010) mendefinisikan media sosial sebagai aplikasi berbasis
internet yang memungkinkan penggunanya untuk membuat dan bertukar konten serta
berinteraksi dengan orang lain dalam jaringan sosial. Penggunaan media sosial saat ini
menjadi semakin luas, dengan pengguna aktif di berbagai platform yang berperan tidak
hanya sebagai penerima informasi, tetapi juga sebagai pencipta konten(Kasus et al., 2021).
Dengan demikian, media sosial memiliki potensi untuk memperkuat interaksi antara
masyarakat dan pemerintah dalam hal penyebaran informasi, serta memungkinkan
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masyarakat untuk terlibat langsung dalam berbagai proses pengambilan
keputusan(Harahap et al., 2024).

Partisipasi masyarakat merupakan salah satu prinsip dasar dalam pembangunan
Desa. Partisipasi dapat diartikan sebagai keterlibatan aktif masyarakat dalam berbagai
tahap pembangunan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi(noviar dkk,
2023). Menurut (Bakrie, 2007), partisipasi mengacu pada peran aktif masyarakat dalam
rangkaian tahapan suatu program, baik dalam bentuk kontribusi gagasan, tenaga, waktu,
maupun materi. Hal ini penting karena keterlibatan masyarakat dapat memperkuat hasil
pembangunan dan memastikan bahwa pembangunan tersebut sesuai dengan kebutuhan
dan aspirasi masyarakat.

Cohen and Uphoff (1980) yang dikutip oleh (Anwar, 2022) membedakan partisipasi
menjadi empat jenis: partisipasi dalam pengambilan keputusan, partisipasi dalam
pelaksanaan, partisipasi dalam pengambilan manfaat, dan partisipasi dalam evaluasi.
Menurut Solekhan dalam (Razak & Harfiah, 2018) mengatakan bahwa pengembangan
partisipasi masyarakat itu bukanlah sesuatu yang mudah untuk dilakukan. Kaplan dan
Haenlein (2010) dalam (Tanjungsari et al., 2024) menjelaskan peran media sosial sebagai
platform berbasis Web 2.0 yang memungkinkan komunikasi interaktif, penciptaan konten
oleh pengguna, dan pertukaran informasi

Dalam konteks pengelolaan Dana Desa, partisipasi masyarakat sangat penting untuk
meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana tersebut. Cohen and Uphoff
(1980) dalam teori mereka membedakan antara dua jenis partisipasi: partisipasi instrumen
yang berfokus pada keterlibatan masyarakat dalam proses-proses teknis, seperti
pengelolaan Dana Desa, dan partisipasi tujuan yang melibatkan masyarakat dalam
perencanaan, pengambilan keputusan, serta pengawasan terhadap hasil pembangunan.

Media sosial dapat memperkuat kedua jenis partisipasi ini. Melalui media sosial,
masyarakat dapat dengan mudah mengakses informasi terkait penggunaan Dana Desa dan
berpartisipasi dalam pengawasan serta memberikan masukan. Selain itu, media sosial juga
membuka ruang untuk diskusi publik yang memperkuat transparansi dan akuntabilitas
pengelolaan Dana Desa, serta mendorong masyarakat untuk lebih aktif terlibat dalam
pengambilan keputusan.

Pengelolaan Dana Desa adalah kebijakan penting yang diterbitkan pemerintah
Indonesia untuk mempercepat pembangunan di tingkat Desa. Undang-Undang No. 6
Tahun 2014 tentang Desa menetapkan penyaluran dana yang cukup besar kepada Desa
untuk digunakan dalam membangun sarana dan prasarana, mendorong keterlibatan
masyarakat, serta meningkatkan kesejahteraan warga. Namun, untuk memastikan Dana
Desa dapat digunakan dengan baik dan tepat sasaran, diperlukan pengelolaan yang
transparan, akuntabel, dan partisipatif.
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Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan
Keuangan Desa, pengelolaan Dana Desa harus dilakukan dengan asas transparansi,
akuntabilitas, dan partisipasi. Dalam hal ini, media sosial dapat menjadi alat yang efektif
untuk memastikan transparansi dalam pengelolaan Dana Desa(Astuti, 2016). Melalui
platform media sosial, pemerintah desa dapat menyebarkan informasi terkait penggunaan
anggaran, pelaksanaan program, serta laporan hasil kegiatan yang dapat diakses oleh
masyarakat secara terbuka. (Arianto, 2023) menunjukkan bahwa dengan adanya tata kelola
media sosial yang baik, akuntabilitas dalam pengelolaan Dana Desa dapat ditingkatkan.
Selain itu, media sosial juga memungkinkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam
pengawasan dan memberikan umpan balik secara langsung, yang pada gilirannya
memperkuat pengelolaan Dana Desa yang lebih akuntabel(Andni & Hidayah, 2023).

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Menurut Sugiyono
(2013), Metode penelitian kualitatif adalah cara penelitian yang didasarkan pada pemikiran
postpositivisme. Metode ini digunakan untuk meneliti objek dalam kondisi alamiah, bukan
dalam kondisi terkontrol seperti eksperimen. Dalam metode ini, peneliti menjadi alat utama
dalam mengumpulkan data. Penelitian ini dilakukan dalam lingkungan alamiah untuk
memahami fenomena tentang peran media sosial sebagai sarana pemberdayaan. Media
sosial digunakan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat Desa Kalempang dalam
Pengelolaan Dana Desa. Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada makna,
proses, dan pengalaman masyarakat terkait fenomena yang diteliti(Istiqamah et al., 2024).

Menurut (Sugiyono, 2020) ada beberapa teknik pengumpulan data yang digunakan
yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Observasi dilakukan secara langsung
dengan melalui pengamatan dan pencatatan terhadap objek penelitian, perilakun alamiah,
dinamika yang tampak, gambaran perilaku yang sesuai dengan situasi yang ada.
Wawancara dilakukan secara mendalam kepada kepala Desa, perangkat Desa, Sekretaris
BPD dan masyarakat yang dapat memberikan informasi berdasarkan pertanyaan yang
diberikan oleh pewawancara(Mouwn Erland, 2020). Dokumentasi digunakan sebagai
teknik untuk mengumpulkan data dari sumber penelitian, yang dapat berupa dokumen
elektronik (rekaman), gambar atau foto(Muhammad Hasan et al.,, 2023). Penetapan
informan dalam penelitian ini dilakukan dengan metode purposive sampling, metode ini
digunakan karena sesuai dengan tujuan penelitian dan mempertimbangkan kategori
partisipan yang relevan sesuai dengan kebutuhan peneliti untuk mendukung penyelidikan
yang dilakukan.

Analisis data yang dilakukan dengan cara mengorganisasikan menjadi unit,
mensitetiskan, menyusun dalam pola dan memilih apa yang penting untuk dipelajari, serta
menarik kesimpulan yang dipenuhi oleh orang maupun diri sendiri. Teknik analisis data
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yang akan digunakan pada penelitian ini adalah dengan pemanfaatan aplikasi Nvivo 12
Plus. Aplikasi Nvivo merupakan aplikasi yang digunakan untuk membantu peneliti
menganalisis data penelitian kualitatif, sebagai alat pengolah data yang bisa dalam berbagai
bentuk seperti data media sosial, catatan lapangan, wawancara audio atau video, survei dan
juga artikel jurnal(Medica et al., 2020). Miles dan Huberman mengemukakan bahwa aktivitas
dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus
menerun sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh (Abdussamad, 2021) Aktivitas
dalam analisis data, yaitu data reduction data display dan conclusion drawing.

Hasil dan Pembahasan

Tabel 1: Visualisasi Diagram Media Sosial
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Sumber: Hasil analisis Nvivo 12 Plus, 2025

Berdasarkan hasil analisis data kualitatif menggunakan perangkat lunak Nvivo 12
Plus diperoleh visualisasi berupa diagram “Media Sosial” seperti yang ditampilkan pada
gambar di atas. Analisis ini dilakukan dengan memanfaatkan fitur Croostab Query, yaitu
alat bantu Nvivo 12 Plus yang berfungsi untuk menelusuri hubungan antar tema. Jadi dapat
disimpulkan bahwa indikator media sosial terlihat jelas bahwa keterlibatan pengguna
menjadi indikator yang paling dominan dari kelima informan pada pemanfaatan media
sosial dengan persentase mencapai 40%, sedangkan interaktivitas memiliki persentase
keseluruhan mencapai 20%, kemudian berbasis komunitas memiliki persentase 15%,
selanjutnya kolaborasi memiliki persentase keseluruhan mencapai 14%, selanjutnya konten
yang diciptakan memiliki persentase keseluruhan mencapai 6%, dan indikator yang
memiliki persentase terendah yakni kemudahan akses dan jaringan sosial dengan
persentase yang sama yakni 4%.
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Tabel 2: Visualisasi Diagram Partisipasi Masyarakat

Crosstab Query - Results Preview

I:I - - - .Akses Informasi

@ = = = — — - = = & = = T = =) I:'Gunllu\ dan Otonomi
© g = @ E = ] E = [} g = T E =
E & = £ 2 = E 2 < E 2 < E & = [EPartisipasi Aktit
s £ & s 2 7 s £ B s £ @ s 2 T

) £ 0 g £ 0 & = 0O 2 E © & E 0O £

£ 5 B S & 5 5 2 5 2

5 g 2 = g 3 3 § 2 = g 2 § 3 3

e a2 = B 22 el 4 a1 £ e o

g = g ¢ = B ¢ = E ¢ = £ ¢ = £

a =4 [= =4 = =

@ a5 5 =1 5 3

4 o o o o o

c

o

s} ‘- 4 &

E £ % ) % %,

= K %%, “ “,

£ ” v %, o,

g @D&- “

Q - “d

Sumber: Hasil analisis Nvivo 12 Plus, 2025

Berdasarkan hasil analisis data kualitatif menggunakan perangkat lunak Nvivo 12
Plus diperoleh visualisasi berupa diagram “Partisipasi Masyarakat” seperti yang
ditampilkan pada gambar di atas. Analisis ini dilakukan dengan memanfaatkan fitur
Croostab Query, yaitu alat bantu Nvivo 12 Plus yang berfungsi untuk menelusuri
hubungan antar tema. Dilihat dari hasil analisis partisipasi masyarakat dalam Pengelolaan
Dana Desa dapat disimpulkan bahwa partisipasi aktif menjadi partisipasi masyarakat yang
dominan dari kelima informan dalam Pengelolaan Dana Desa. Dilihat dari ketiga partisipasi
masyarakat akses informasi memiliki persentase paling tinggi mencapai 58%, sedangkan
pada control dan otonomi mencapai 33%, kemudian untuk partisipasi masyarakat yang
memiliki persentase paling rendah ialah akses informasi dengan angka persentase sebesar
9%.

Tabel 3: Diagram Viasualisasi Pengelolaan Dana Desa

Crosstab Query - Results Preview
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Berdasarkan hasil analisis data kualitatif menggunakan perangkat lunak Nvivo 12
Plus diperoleh visualisasi berupa diagram “Pengelolaan Dana Desa” seperti yang
ditampilkan pada gambar di atas. Analisis ini dilakukan dengan memanfaatkan fitur
Croostab Query, yaitu alat bantu Nvivo 12 Plus yang berfungsi untuk menelusuri hubungan
antar tema. Dapat disimpulkan bahwa dari indikator Pengelolaan Dana Desa terlihat jelas
bahwa akuntabilitas dan transparansi menjadi indikator yang paling dominan dari kelima
informan dalam Pengelolaan Dana Desa Kalempang dengan persentase keseluruhan yang
sama yaitu 42%, dan indikator yang memiliki persentase terendah yaitu akuntabilitas
dengan persentase mencapai 17%.
Indikator Bagaimana Media Sosial di Desa kalempang

Pemanfaatan media sosial dalam Pengelolaan Dana Desa menunjukkan adanya
kesadaran yang berkembang di kalangan Pemerintah Desa mengenai potensi besar media
sosial dalam meningkatkan transparansi, komunikasi dan partisipasi masyarakat.
Meskipun saat ini media sosial belum digunakan secara maksimal, Pemerintah Desa
Kalempang menyadari bahwa media sosial bisa mempercepat komunikasi dan
mempermudah penyebaran informasi berkaitan dengan penggunaan Dana Desa di Desa
Kalempang. Hal ini sesuai dengan pandangan Kaplan & Haenlein, (2010) yang
mengemukakan bahwa media sosial memungkinkan interaktivitas yang memfasilitasi
komunikasi dua arah antara masyarakat dan Pemerintah, pada gilirannya dapat
meningkatkan transparansi dalam Pengelolaan Dana Desa.

Sebagai contoh, Sekretaris BPD, Ibu Jasmiati, mengungkapkan bahwa meskipun
Desa Kalempang belum memiliki media sosial resmi, mereka menyadari pentingnya media
sosial sebagai alat komunikasi agar lebih efisien untuk menyampaikan informasi kepada
masyarakat. Hal ini pula sejalan dengan hasil temuan menunjukkan bahwa Andhani, (2023)
menyatakan bahwa media sosial dapat mempercepat penyebaran informasi dan
meningkatkan kesadaran publik. Temuan ini juga mendukung temuan penelitian oleh
(Arianto, 2023a) yang mengungkapkan bahwa penggunaan media sosial dapat
memperkuat akuntabilitas dalam Pengelolaan Dana Desa. Dengan demikian, meskipun
media sosial di Desa Kalempang belum dioptimalkan, ada potensi besar bagi Pemerintah
Desa untuk memperkenalkan dan memaksimalkan penggunaan media sosial sebagai
platform yang dapat meningkatkan transparansi dan mempermudah akses informasi
kepada masyarakat.
Indikator Bagaimana Partisipasi Masyarakat di Desa kalempang

Partisipasi masyarakat menurut Jim Ife memandang partisipasi sebagai proses yang
melibatkan masyarakat dalam berbagai tahap kehidupan sosial dan pembangunan. Ife
(1997) mengklasifikasikan bahwa partisipasi masyarakat ialah keterlibatan aktif individu
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atau kelompok pada proses pengambilan keputusan. Berdasarkan penelitian sebelumnya
oleh Saputra & Kusumawardani (2024) menemukan bahwa meskipun transparansi dalam
pengelolaan Dana Desa berdampak positif terhadap pemberdayaan masyarakat, partisipasi
masyarakat masih terbatas dan tidak menunjukkan pengaruh signifikan. Temuan
penelitian ini mendukung temuan namun memperluas pandangan tersebut dengan
menunjukkan bahwa media sosial dapat menjadi alat yang sangat efektif dalam
memperbesar partisipasi aktif masyarakat. Dengan adanya media sosial, masyarakat tidak
hanya menerima informasi tetapi juga dapat berperan aktif dalam proses pengambilan
keputusan dan pengawasan terkait Pengelolaan Dana Desa.

Sementara itu, temuan dari (Arianto, 2023a) yang menekankan pentingnya
akuntabilitas dalam Pengelolaan Dana Desa juga menemukan relevansinya pada penelitian
ini. Sejalan dengan hasil temuan mendukung pentingnya transparansi dalam Pengelolaan
Dana Desa, tetapi memperluas temuan tersebut dengan menunjukkan bahwa media sosial
bukan hanya berfungsi untuk meningkatkan akuntabilitas, tetapi memberikan ruang bagi
masyarakat Kalempang untuk berpartisipasi secara langsung dalam evaluasi dan
pengawasan pelaksanaan program yang dibiayai oleh Dana Desa.

Namun, penelitian ini juga menantang temuan penelitian sebelumnya yang lebih
banyak berfokus pada keterbatasan dalam Pengelolaan Dana Desa yang bersifat top-down.
Dalam konteks Pengelolaan Dana Desa, teori Jim Ife dapat diterapkan untuk menganalisis
tiga indikator utama partisipasi masyarakat, yaitu akses informasi, control dan otonomi,
serta partisipasi aktif.

Indikator Bagaimana Peran Media Sosial Dalam meningkatkan Partisipasi Masyarakat
Dalam Pengelolaan Dana Desa

Pemerintah Desa Kalempang menunjukkan komitmen untuk meningkatkan
transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan Dana Desa. Hasil penelitian atau temuan
menunjukkan bahwa meskipun penggunaan media sosial belum maksimal, ada rencana
untuk memanfaatkan media sosial sebagai sarana menyebarkan informasi terkait anggaran
dan pelaksanaan program pembangunan yang menggunakan Dana Desa. Hal ini
mendukung prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas yang ditekankan dalam
permendagri nomor 47 (2015) yang mengamanatkan agar Pengelolaan Dana Desa
dilakukan dengan transparan, akuntabel, dan partisipatif.

Berdasarkan hasil temuan pada penelitian ini meskipun Desa Kalempang belum
sepenuhnya memanfaatkan media sosial, ada kesadaran akan potensinya untuk
meningkatkan partisipasi dan transparansi pada masyarakat dalam Pengelolaan Dana
Desa. Temuan ini sejalan dengan penelitian (Razak et al., 2024) yang menunjukkan bahwa
integrasi media sosial dalam Pengelolaan Dana Desa dapat memperkuat pengawasan
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publik dan mempercepat pengambilan keputusan berbasis masyarakat. Meskipun
tantangan teknologi masih ada, media sosial terbukti efektif dalam meningkatkan
akuntabilitas dan partisipasi masyarakat.

Sejalan dengan hasil temuan (Arianto, 2023a) yang menekankan bahwa media sosial
dapat memperkuat akuntabilitas, temuan pada penelitian ini menunjukkan bahwa dengan
memperkenalkan media sosial sebagai platform informasi, masyarakat dapat memantau
pelaksanaan penggunaan Dana Desa secara lebih langsung. Meskipun saat ini penggunaan
media sosial di Desa Kalempang terbatas, Kepala Desa dan perangkat Desa menunjukkan
kesadaran bahwa media sosial dapat berfungsi sebagai sarana untuk meningkatkan
transparansi dan mempercepat komunikasi dua arah yang lebih efektif. Dengan demikian,
temuan penelitian ini memperlihatkan bahwa media sosial tidak hanya berpotensi
meningkatkan transparansi dalam pengelolaan Dana Desa, tetapi juga dapat memperkuat
kontrol masyarakat terhadap penggunaan Dana Desa, selama ini terbatas pada pertemuan
tisik atau baliho.

Kesimpulan

Berdasarkan temuan-temuan yang telah diuraikan dalam penelitian ini, media sosial
memiliki potensi besar untuk meningkatkan transparansi dan partisipasi masyarakat dalam
pengelolaan Dana Desa di Desa Kalempang. Meskipun saat ini pemanfaatannya masih
terbatas, terdapat kesadaran yang berkembang di kalangan Pemerintah Desa mengenai
pentingnya media sosial untuk mempercepat penyebaran informasi dan memperluas
keterlibatan masyarakat.

Implikasi penting dari temuan ini bahwa penggunaan media sosial yang lebih aktif
bisa menaikkan interaksi antara Pemerintah Desa, warga dan mempercepat pengambilan
keputusan berbasis masyarakat. Ini juga dapat menaikkan pengawasan terhadap
penggunaan Dana Desa, yang sebelumnya terbatas di pertemuan fisik atau baliho. Untuk
itu, disarankan supaya Pemerintah Desa Kalempang segera mengaktifkan media sosial
resmi dan menyediakan pelatihan bagi aparatur Desa tentang pengelolaan media sosial
agar lebih efektif. Pemerintah Desa pula perlu membuat ruang untuk interaksi dua arah
serta umpan balik masyarakat. Memanfaatkan media sosial partisipasi masyarakat dapat
lebih terlibat pada proses pengambilan keputusan dan pengawasan penggunaan dana.

Pemerintah Desa Kalempang perlu segera mengembangkan dan mengoptimalkan
penggunaan media sosial, agar komunikasi dan interaksi dengan masyarakat menjadi lebih
efisien. Peningkatan kompetensi aparat desa dalam mengelola media sosial sangat penting
untuk mendukung proses ini. Selain itu, partisipasi aktif masyarakat dalam pengelolaan
Dana Desa juga dapat ditingkatkan melalui peningkatan literasi digital di kalangan warga
Desa. Dengan memanfaatkan media sosial secara maksimal. Saran untuk peneliti
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selanjutnya ialah untuk menggali lebih dalam tentang faktor-faktor yang mempengaruhi
penggunaan media sosial pada pengelolaan Dana Desa, serta melakukan perbandingan
antara Desa yang sudah mengaktifkan media sosial dan yang belum. Peneliti selanjutnya
juga bisa fokus pada dampak jangka panjang dari penggunaan media sosial terhadap
pengelolaan Dana Desa, transparansi serta partisipasi masyarakat.
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